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ABSTRAK

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan bunyi Pasal |
ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu supremasi hukum sangat
dijunjung tinggi oleh anak bangsa negeri ini. Hal ini bertujuan agar kebenaran dan
keadilan bisa ditegakkan dengan tanggungjawab. Akan tetapi dalam proses
penegakan hukum di negara Republik Indonesia sangat belum maksimal dengan
bukti nyata masih banyak perbuatan melanggar hukum. Salah satu kasus yang
sangat banyak ditemui di peradilan ialah kasus korupsi saat ini.

Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis normatif yang
dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud menjawab
permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah analisis hukuman mati bagi
pelaku tindak pidana korupsi dana bencana dan kendala dalam pemberian
hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Kesimpulan analisis hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dana
bencana yaitu pemberian hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bencana belum
berjalan dengan semestinya, hal ini dikarenakan masih terdapat banyak kasus
tindak pidana korupsi dana bencana seperti korupsi dana bantuan bencana gempa
mataram yang tidak diberikan hukuman mati padahal telah memenuhi kriteria
untuk dijatuhkan hukuman mati. Kendala dalam pemberian hukuman mati bagi
pelaku tindak pidana korupsi dana bencana dapat ditinjau dari dua perspektif,
yaitu pferpektif HAM dan perspektif Hukum Islam. Dalam perspektif HAM,
pembgrlan huk_uman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dianggap melanggar
hak hidup setiap orang, sedangkan dalam perspektif Hukum Islam pemberian
hukuman_ mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dianggap melanggar nilai dasar
kemanusiaan yang dijunjung dalam hukum Islam khususnya nilai jiwa (al-nafs).

Rekqmendasi disarankan kepada hakim, saksi, polisi dan aparat penegak
E:Ilflzznn l;l:;gﬁandalan? pelaksanaan hukuman menerapkan huJ_(uman maksimal
P penjara seumur hidup, buk'an hukuman mati, karena dengan

emikian memberi kesempatan kepada terpidana untuk bertaubat. Sebaiknya
pemerintah Qapat menghormati dan menerapkan standar tertinggi pelaksanaan hak
;831 manusia dalam setiap kebijakan nasional dan dapat menyesuaikan dengan
um dan standar hukum internasional, antara lain dengan menghapus ancaman

hukuman mati terhada : : -
- p pelaku tindak pidana dengan
hidup atau denda scberat-beratnya, e Pt oo
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